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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan dari renungan ini antara lain: 

1. Arahan pemberian nafkah anak terhadap walinya dalam hukum positif pada 

dasarnya menggunakan pengaturan yang terdapat dalam Pasaal 46 Unndang-

Unndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawiinan berdasarkan kaidah lex 

specialis kritik legi generalis. Pasaal 5 Unndang-Unndang Nomor 13 Tahun 

1998 tentang Kesejahteraan “Lansia mempunyai hak yang sama dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, daan bernegara”. daan Pasaal 19 huruf a 

“setiap anak wajib menghormati wali, penjaga gerbang, daan pengajar”. 

Namun, penting untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan atau 

penggunaan pengaturan yang mengatur hal ini. 

2. Strategi pengasuhan wali di Panti Sosial Lansia Mandalika dapat dilakukan 

dengan beberapa syarat, terhitung usia minimal 60-90 tahun ke atas dengan 

kesejahteraan fisik daan mental (tidak tahan penyakit yang tidak 

tertahankan) masih mampu mandiri, berasal dari keluarga yang tidak 

mampu, diberhentikan atau diabaikan, bersedia tinggal di tempat 

penampungan daan mendapatkan administrasi yang sesuai dengan tindakan 

yang sesuai dengan tempat penampungan, mengikuti aturan daan latihan 

yang diberikan oleh lembaga, fotokopi KTP daan kartu keluarga, surat 

keterangan dari RT/RW terdekat mengenai status rumah daan surat 

keterangan dari keluarga. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka pengambilan setelah proposal 

dapat dibuat: 

1. Diantisipasikan bahwa anaak-anaak berkewajiban untuk mematuhi daan 

mematuhi semua perintah daan larangan walinya, selama perintah daan 

larangan itu disesuaikan baik di mata hukum maupun di mata agama daan 

ditaati oleh walinya. 

2. Diharapkan pemerintah daan Panti Sosial Lansia Mandalika bekerja sama 

mensosialisasikan Pasaal 321 KUHP daan Pasaal 46 Unndang-Unndang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawiinan dengan masyarakat sasaran atau 

masyarakat umum sehingga mendapat informasi yang sah. tentang 

pemberian nafkah anak bagi wali agar dapat mendorong apabila dalam 

Unndang-Unndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawiinan dalam Pasaal 46 

ayat (2) perlu dicantumkan bahwa wajib nafkah bagi wali untuk 

kepentingan kepastian hukum. daan mendukung dalam kasus disiplin 

kriminal yang penting, jika anak tidak perlu memberi nafkah untuk wali 

mereka. 
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